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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian, pembahasan sekaligus analisis terhadap 

pelaksanaan peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli yang telah diuraikan 

pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena beralih atau 

      dialihkan. Beralih, misalnya karena pewarisan. Sedangkan dialihkan misalnya 

      atas dasar jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat dan perbuatan hukum 

      pemindahan hak lainnya. Setiap peralihan hak milik atas tanah dengan cara 

      jual beli, setelah dilakukannya peralihan haknya oleh PPAT setempat yang 

      dibuktikan dengan akta jual beli, selanjutnya PPAT yang bersangkutan dalam 

     waktu 7 hari kerja sejak penandatanganan akta, wajib melaksanakan peralihan 

        hak milik atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat khususnya 

      Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dengan membawa berkas-berkas pemohon 

      yang diperlukan. Pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan di 

      Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, mengacu pada pasal 23 ayat (1) UUPA. 

     Pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus dibuktikan 

     dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu akta jual beli 

     yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran 

     tanah. 
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2.  Kendala-kendala yang dihadapai masyarakat dalam pelaksanaan peralihan hak 

     atas  tanah dalam bentuk jual beli, seperti: 

1. Masih adanya pengisian jual beli oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) yang kurang lengkap, kurang teliti dan cenderung tidak sempurna, 

tidak dilakukan pencoretan pada setiap perubahan atau penambahan tidak 

diparaf oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tidak  dicap stempel 

oleh oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

2. Masih adanya berkas yang belum lengkap, foto copy Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) yang tidak berlaku belum dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang. 

3. Tanah yang dijual beli masih dalam sengketa  

4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaksanaan 

peralihan jual beli sehingga masih ada jual beli di bawah tangan 

5. Jual beli dianggap sah oleh masyarakat walaupun jual beli tanpa 

didaftarkan di BPN setempat.   

6. Kurang kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri mengenai arti 

dan pentingnya pendaftaran tanah. 

7. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah 

8. Kurangnya surat bukti pemilikan tanah 

5.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diangkat dalam penulisan ini adalah :  

1. Adanya sosialisasi tentang Hukum Tanah, khususnya dalam hal  

pelaksanaan  peralihan hak atas tanah kepada  masyarakat baik di tingkat 
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kecamatan maupun desa dan hendaknya aparat kantor pertanahan kota 

Gorontalo diharapkan membantu masyarakat yaitu dengan memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan serta perlunya 

tenaga yang professional baik teknis maupun administrasi  sehingga dalam 

melayani masyarakat dapat dilakukan secara cepat, akurat dan 

professional.  

2. Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai batas waktu pelaksanaan  

peralihan hak atas tanah hak milik dalam bentuk jual beli dan sanksi bagi 

pihak yang tidak melaksanakannya.  
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